DPRD Mahulu Beri Catatan Sembilan OPD

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MAHAKAMULU
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Sumber gambar :Tribun Kaltim Selasa,23/04/2024

» Gelar Rapat Paripurna Bahas Penyampaian Rekomendasi LKPJ Bupati
Tahun 2023

UJOH BILANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam
Ulu (Mahulu) menggelar Rapat Paripurna Ke-5 Masa Sidang 1 Tahun 2024, di Queen
Marry Meeting Room Lantai 17, Hotel Aston Samarinda pada Senin (22/4).
Rapat Paripurna kali ini dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD terhadap
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Akhir Tahun Anggaran 2023.
Untuk diketahui, kegiatan ini berlangsung di Samarinda lantaran padatnya kegiatan
DPRD Mahulu di Samarinda.
Pada pekan ini beragam kegiatan harus dihadiri DPRD Kabupaten Mahulu di Provinsi.
Yakni audiensi dengan pihak provinsi dan kementerian. Hal ini dilakukan untuk
membangun Mahulu lebih baik ke depannya. Pelaksanaan Sidang Paripurna ini pun
telah sesuai dengan tata tertib yang berlaku atau dijadwalkan oleh DPRD Mahulu.
Rapat Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Mahulu Novita Bulan, didampingi Wakil
Ketua I Tiopilus Hanye dan Wakil Ketua II Martin Hat, Wakil Bupati Mahulu Yohanes
Avun dan dihadiri 13 anggota DPRD Mahulu.
DPRD Kabupaten Mahulu melakukan pembahasan internal secara intensif ini
sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
terhadap materi LKPJ Bupati Mahulu Tahun Anggaran 2023.
Pembahasan substansi materi LKPJ telah dilaksanakan oleh komisi-komisi sesuai
bidang tugasnya masing-masing. Panitia Khusus DPRD Mahulu selain mengkompilasi
hasil pembahasan komisi-komisi tersebut juga melakukan pengembangan pembahasan

yang kemudian disusun menjadi rekomendasi DPRD Kabupaten Mahulu.

Catatan Berita — UJDIH BPK Perwakilan Kalimantan Timur Tahun 2024



Kegiatan ini berjalan dengan khidmat diawali dengan berdoa bersama agar jalannya
paripurna ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Secara simbolis Ketua DPRD
mengetuk palu sebanyak tiga kali untuk menandakan bahwa Paripurna resmi dibuka.
Setelah acara resmi dibuka Novita Bulan yang memimpin Rapat Paripurna meminta dan
mempersilahkan Wakil Ketua Pansus LKPJ Tahun 2023 Wakil Ketua II DPRD Mahulu
Martin Hat menyampaikan Nota Penjelasan Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati
Tahun Anggaran 2023 itu.

Melalui kesempatan ini, Ketua DPRD Mahulu, Novita Bulan mengucapkan terima kasih
kepada pemerintah dan jajarannya karena telah hadir dalam Sidang Paripurna,
mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H kepada umat muslimin dan bagi
umat kristiani yang telah melaksanakan Hari Raya Paskah.

Melalui momen ini Ketua DPRD Mahulu juga mengatakan secara konstitusional, selain
menuntaskan tanggungjawabnya sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah hal ini
juga berlandaskan ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU No 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah, “Dimana pasal ini berbunyi ‘Laporan keterangan
pertanggungjawaban kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh
DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” Novita
Bulan.

Atas kewajiban tersebut DPRD Mahulu berusaha seoptimalnya untuk menyusun
pelaporan LKPJ ini. “Dengan memulai, mengamati, dan menganalisis LKPJ Bupati dan
Wakil Bupati Mahulu TA 2023 dengan sebaik-baiknya,” ucapnya.

Dari hasil kajian DPRD, maka ada 9 OPD di lingkungan Pemkab Mahulu yang
diberikan catatan berupa rekomendasi dalam rangka perbaikan penyelenggaraan Pemda.
“Selanjutnya isi rekomendasi dipersilahkan dilihat dalam laporan lengkap dan menjadi
lampiran dalam sambutan ini. Dalam penyusun rekomendasi LKPJ ini, DPRD
melakukan evaluasi dengan metode pengawasan dua cara, yaitu metode analisis
dokumen, dan metode uji petik lapangan (empiris),” ucapnya.

Setelah disampaikan dalam Paripurna LKPJ TA 2023, DPRD membentuk Pansus LKPJ
tersebut dengan masa kerja paling lama tiga minggu. “Hal pertama dilakukan Pansus
adalah melakukan analisis dokumen LKPJ TA 2023, analisis difokuskan beberapa
program yang menyentuh langsung pada kehidupan masyarakat dengan capaian dari
target yang terendah,” imbuhnya.

Setelah itu DPRD melalui Pansus ke lapangan sesuai data dokumen yang ada pada
LKPJ. Sehingga dengan sinkronisasi itu, menjadi bahan untuk dilakukan Rekomendasi
DPRD disusun Pansus lalu menjadi kesepakatan DPRD sehingga secara resmi
menghasilkan Rekomendasi DPRD atas Pelaksanaan LKPJ pada APBD Kabupaten
Mahulu TA 2023.
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Selanjutnya di akhir kegiatam dilakukan penandatanganan berita acara dan penyerahan
dokumen rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Mahulu akhir tahun anggaran 2023
kepada Wakil Bupati Mahulu beserta segenap unsur Pimpinan DPRD Mahulu.

Turut hadir dalam Rapat Paripurna tersebut, Inspektur Inspektorat Budi Gunarjo
Ompusunggu, Kadis BPKAD Yohanes Andy Abeh, Sekretaris DPRD Yosep Sangiang,
Camat Mahulu, Tim Penggerak PKK Mahulu, Ketua KNPI Mahulu, Forkopimda,
Pimpinan OPD Mahulu, para Asisten Wakil Bupati Mahulu, serta staf-stat OPD
Mahulu. (*)

Sumber berita:
1. Tribun Kaltim, DPRD Mahulu Beri Catatan Sembilan OPD, 23/04/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah diatur bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban kepada
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi
perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut:

(1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan:

a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
b. pelaksanaan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

(2) Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan
dalam:

a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
c. penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan

strategis kepala daerah.
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